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GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG

PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan  Hidup, pemerintah  daerah  diwajibkan
mengembangkan instrumen ekonomi lingkungan hidup;

bahwa  Pemerintah  Daerah  Provinsi Jawa  Barat
mengembangkan mekanisme jasa lingkungan hidup yang
merupakan bagian dari instrumen ekonomi lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan
Hidup;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang  Nomor 1| Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20
Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4010);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3419);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 49);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum
Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 115);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012
tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117),
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012
tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri e, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Menetapkan

dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  JASA

LINGKUNGAN HIDUP.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
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Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di
Daerah Provinsi Jawa Barat.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Daerah Provinsi
Jawa Barat.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
Provinsi.

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua
benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk
manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu
sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan
manusia serta makhluk hidup lain.

Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber
daya alam wuntuk menjamin pemanfaatannya secara
bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan
tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta
keanekaragamannya.

Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang
terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara
keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat yang diperoleh
manusia dari hubungan timbal balik yang dinamis yang
terjadi di dalam lingkungan hidup, antara tumbuhan,
binatang, dan jasa renik dan lingkungan nonhayati.

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hidup adalah bentuk usaha
untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dalam upaya
keberlanjutan lingkungan yang baik dengan tidak merusak
lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok kelestarian
sumberdaya alam.
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Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu
untuk melestarikan fungsi jasa lingkungan meliputi kegiatan
perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan.

Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup adalah
pembayaran/imbal yang diberikan oleh pemanfaat jasa
lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Penyedia Jasa Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut
Penyedia adalah orang-perseorangan, masyarakat, badan
usaha, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Pemerintah Pusat
yang mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup
yang menghasilkan jasa lingkungan hidup.

Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut
Pemanfaat adalah orang-perseorangan, masyarakat, badan
usaha, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, pemerintah daerah
provinsi lain, dan Pemerintah Pusat yang memanfaatkan jasa
lingkungan hidup.

Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah Provinsi, Badan Usaha Milik Daerah
Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Desa, badan usaha
swasta, dan koperasi.

Bagian Kedua
Asas
Pasal 2

Pengelolaan jasa lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan
pada asas:

a
b
€
d
€.
i
g
h

—

. manfaat dan lestari;
. keadilan;
. kebersamaan;

. transparansi, partisipasi, dan akuntabel,;

keberlanjutan;

berbasis kearifan lokal;

. keterpaduan;

. keseimbangan; dan

pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 3

Tujuan pengelolaan jasa lingkungan hidup yaitu:

a.

mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
hidup yang berwawasan lingkungan melalui pemanfaatan
potensi jasa lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan
tetap memperhatikan konservasi sumber daya alam dan
ekosistemnya;
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meningkatkan kepedulian para pihak terhadap upaya
menjaga, memelihara, dan memanfaatkan jasa lingkungan
hidup sebagai output dari kinerja ekologis sumber daya alam
dan lingkungan hidup yang dikelola secara berkelanjutan;

. meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas sumber

daya alam dan lingkungan hidup secara seimbang dan
berkelanjutan dengan mempertimbangkan kearifan lokal; dan

memberikan  kepastian  hukum = dalam  ketersediaan
pembayaran jasa lingkungan hidup untuk perlindungan dan
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

BAB 1I
RUANG LINGKUP
Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan pengelolaan jasa

lingkungan hidup yang berasal dari kawasan atau lahan di
Daerah Provinsi, berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pengelolaan jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi seluruh aktivitas pengelolaan jasa
lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
Provinsi, pemerintah daerah provinsi lain, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, Instansi Pemerintah Pusat di Daerah
Provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota lain, pemangku
kawasan, Pemerintah Desa, badan usaha, masyarakat, dan
perorangan, selaku penyedia dan/atau pemanfaat.

(3) Jasa lingkungan hidup yang berasal dari kawasan atau lahan

di Daerah Provinsi, terdiri atas:
a. sumber daya air;

b. daya rosot karbon;

c. keindahan alam; dan

d. keanekaragaman hayati.

Pasal 5

Pengelolaan jasa lingkungan hidup yang diatur dalam Peraturan
Daerah ini, mencakup:

a.

[y
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perencanaan;
pelaksanaan;

monitoring dan evaluasi;

pengembangan kelembagaan jasa lingkungan hidup;
sistem informasi jasa lingkungan hidup;

koordinasi;

kerja sama;

. peran masyarakat dan dunia usaha;

penghargaan; dan

pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.



